Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/ 100 Tahvh 202\

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYULUHAN PENCEGAHAN
PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS,

NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa guna meningkatkan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat) dan guna kelancaran pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam
rangka Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras, Narkotika dan Obat Berbahaya di Kabupaten
Sukoharjo, maka perlu membentuk Panitia Penyuluhan
Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras,
Narkotika dan Obat Berbahaya di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan
Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun  (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 2012 tentang Pengawasan,
Pengendalian, Peredaran dan Penjuala Minuman Beralkohol
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014
tentang Ketertiban Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
210);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor
79);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Membentuk Panitia Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika dan Obat
Berbahaya di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah:

a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan
Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkotika,
dan Obat Berbahaya di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021:; dan

b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Febrvari 202\

BUPATI SUKOHARJO,

e

WARDOYO WIJAYA [\

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di1 Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

S. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Panitia yang bersangkutan.




